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                    BUPATI KARIMUN 

        PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
 

        PERATURAN BUPATI KARIMUN 

       NOMOR  49  TAHUN 2020 
 

        TENTANG 
 

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI 

UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 
BUPATI KARIMUN 

 
bahwa dalam rangka melaksanakan Intruksi Presiden Nomor 6       
Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum 

Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus 
Disease 2019 dan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka 
Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai 
Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, maka 

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan 
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan 

Pengendalian Corona Virus Disease 2019; 
 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945;  
 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit 
Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984      
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia      

Nomor 3273); 
 

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan 
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara 

Republik Indonesa Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesa Nomor 3902), yang telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang 
Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 
tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, 
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 
 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4237); 
 

Mengingat :    

Menimbang :    
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5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007      
Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia       
Nomor 4723); 

 

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 
 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014        
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia     
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

 
10. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan 

Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam 
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019; 

 

11. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas 
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); 

 
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/ Per/X/2010 

tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan 

Wabah Dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 503); 

 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang 
Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 1755); 
 

14. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5     

Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018    Nomor 1644); 

 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang 
Percepatan Penanganan Corona Virus      Disease 2019 di 

Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 249); 

 

16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 
tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCoV) 

sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya 
Penanggulangannya; 
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17. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang 
Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 (COVID 19) Daerah; 
 

18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 

tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan 
Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); 
 

19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam 
Rangka Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol 
Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona 
Virus Disease 2019 Di Daerah;  

 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);  
 

 
MEMUTUSKAN: 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN 
PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA 
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Karimun. 

2. Bupati adalah Bupati Karimun. 
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun. 
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun. 
6. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah  

perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan 
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menegakan peraturan 
daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah. 

7. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah 
dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan 

ketenteraman masyarakat. 
8. Organisasi perangkat daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perngakat 

daerah dilingkungan pemerintah daerah kabupaten karimun.  

9. Tempat dan Fasilitas Umum merupakan area dimana masyarakat melakukan 
aktivitas kehidupan sosial dan berkegiatan dalam meemnuhi kebutuhan 

hidupnya. 
10. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal 

modernisasi, epidemie, dan wabah penyakit. 
11. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit 

Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global diseluruh dunia. 

 
 

Menetapkan  :    
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12. Perilaku Hidup bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah semua 
perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran, sehingga anggota keluarga 

atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan 
aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat.  

13. Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja 
sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan 
kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. 

14. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang 
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik 

Indonesia.  
15. Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan 

perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan-penyimpanan 
dokumen yang berkenaan dengan perusahaan, juga kegiatan-kegiatan 
penyimpanan atau pameran barang-barang.  

16. Protokol kesehatan adalah aturan untuk mencegah meluasnya penyebaran 
penyakit COVID-19 yang diakibatkan virus Corona.  

 
 

BAB II 

RUANG LINGKUP 
 

Pasal 2 

 
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah : 
a. pelaksanaan; 

b. monitoring dan evaluasi; 
c. sanksi; 

d. sosialisasi dan partisipasi; dan 
e. pendanaan. 
 

 
BAB III 

PELAKSANAAN 
 

Bagian Kesatu 

Subjek Pengaturan  
 

Pasal 3 

 
Subjek dalam Peraturan Bupati  ini adalah: 
a. perorangan;  

b. pelaku usaha; dan 
c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. 

 
 

Bagian Kedua 

Kewajiban  
 

Pasal 4 
 
Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan 

mematuhi protokol kesehatan meliputi: 
a. Bagi perorangan: 

1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan 

mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang 
lain yang tidak diketahui setatus kesehatannya; 



5 

 

2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir; 
3. pembatasan interaksi fisik (physical distancing); 
4. menghindari kerumunan massa tanpa adanya protokol kesehatan;  
5. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup bersih 

dan Sehat (PHBS); dan 
6. menunjukan surat hasil Rapid Test dan/atau Surat Keterangan Kesehatan 

bagi yang datang atau keluar Daerah. 

7. mengunduh aplikasi elektronik Health Alert Card (eHAC) atau mengisi formulir 

Health Alert Card yang telah disediakan oleh Petugas KKP. 
 

b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan 
fasilitas umum, meliputi : 
1. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk 

memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan 
pengendalian Covid-19; 

2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan 
memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer); 

3. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang 

yang akan beraktivitas di lingkungan kerja; 
4. upaya pengaturan jaga jarak minimal 1 (satu) meter; 

5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala minimal 2 (dua) kali 
dalam 1 (satu) minggu; 

6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam 

penularan dan tertularnya Covid-19; dan 
7. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi 

penyebaran Covid-19. 

 
Pasal 5 

 
(1) Bagi pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab pada pelaksanaan kegiatan 

yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa agar mengajukan surat 

permohonan rekomendasi kegiatan kepada  Ketua Gugus Tugas Percepatan dan 
Penanganan COVID-19 Kecamatan di Daerah.  

 

(2) Surat permohonan rekomendasi diterima oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan dan 
Penanganan COVID-19 Kecamatan di Daerah paling lama 7 (tujuh)  hari sebelum 

kegiatan dilaksanakan. 
 
(3) Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Kecamatan di Daerah melalui 

satuan Polisi Pamong Praja dapat melibatkan Tentara Nasional Indonesia serta 
Kepolisian Resort Karimun untuk melakukan monitoring terkait pelaksanaan 

kegiatan yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa.  
 
(4) Pengajuan Permohonan Rekomendasi wajib memenuhi syarat yang ditentukan, 

antara lain : 
a. Mengajukan Permohonan rekomendasi kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan 

dan Penanganan COVID-19 Kecamatan di Daerah dengan format sebagaimana 

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini; dan 

b. Membuat surat pernyataan akan mengikuti dan menerapkan standar Protokol 
Kesehatan pada pelaksanaan kegiatan sesuai format sebagaimana tercantum 
dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini.  
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Bagian Ketiga 
Tempat dan fasilitas Umum 

 

Pasal 6 
 

Tempat dan fasilitas umum meliputi: 
a. perkantoran / tempat kerja, usaha, dan industri; 
b. sekolah / instutusi pendidikan lainnya; 

c. tempat ibadah; 
d. stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara; 

e. transportasi umum; 
f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional; 
g. apotek dan toko obat; 

h. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran; 
i. pedagang kaki lima/ lapak lain yang sejenisnya; 
j. perhotelan / penginapan lain yang sejenisnya; 

k. tempat wisata; 
l. fasilitas pelayanan kesehatan; 

m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan 
massa; dan 

n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan 

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

 
BAB IV 

MONITORING DAN EVALUASI 
 

Pasal 7 
 

(1) Bupati menugaskan Satuan Polis Pamong Praja untuk melakukan monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini. 
 

(2) Dalam hal pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim.   

 

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan monitoring dan 
evaluasi dapat melibatkan instansi vertikal yang selanjutnya ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati.  

 
BAB V 

SANKSI 
 

 Pasal 8 

 
(1)  Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab 

tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 dikenakan sanksi. 
 

(2)  Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan 
pengendalian Corona Virus Disease 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berupa : 

a. bagi perorangan : 
1. teguran lisan atau teguran tertulis; 

2. kerja sosial (membersihkan fasilitas umum atau area publik) selama 60 
(enam puluh) menit; atau 

3. denda administratif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).  
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b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, 
dan fasilitas umum : 

1. teguran lisan atau teguran tertulis untuk pelanggaran pertama; 
2. penghentian sementara operasional usaha selama 3 (tiga) hari atau denda 

administratif untuk pelanggaran kedua dengan besaran denda sebagai 
berikut :  

a. Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terhadap tempat dan fasilitas 

umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, huruf d, huruf f, 
huruf h, dan huruf j; 

b. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terhadap tempat dan fasilitas umum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf i, dan huruf n; 
atau  

c. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terhadap tempat dan fasilitas umum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, huruf e, huruf g,    
huruf k, huruf l, dan huruf m.  

 
3. Penghentian sementara operasional usaha selama 7 (tujuh) hari atau 

denda administratif untuk pelanggaran ketiga dengan besaran denda 
sebagai berikut :  
a. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terhadap tempat dan fasilitas 

umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, huruf d,     
huruf f, huruf h, dan huruf j; 

b. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terhadap tempat dan fasilitas umum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf i, dan huruf n; 
atau  

c. Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) terhadap tempat dan fasilitas 
umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, huruf e,     
huruf g, huruf k, huruf l, dan huruf m. 

 
4. pencabutan izin usaha untuk pelanggaran yang keempat setelah 

pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1, angka 2 dan 

angka 3. 
 

(3)  Denda administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a angka 3 dan     
huruf b angka 2 disetorkan/transfer ke Kas Daerah. 

 

(4)  Dalam hal denda administratif dibayar secara tunai melalui petugas yang 
ditunjuk berdasakan Keputusan Bupati, maka pembayaran tersebut disetorkan 

ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam pada hari kerja berikutnya.  
 
(5)  Pengenaan Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4 tidak 

menghapus kewajiban badan usaha / pelaku usaha sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

  

(6)  Dalam pelaksanaan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Satpol PP melibatkan Perangkat Daerah, TNI/Polri dan Instansi terkait lainnya. 

 
 

Pasal 9 
 

Penindakan terhadap sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah dengan 
melakukan pembubaran pelaksanaan kegiatan oleh satuan Polisi Pamong Praja dapat 

melibatkan Tentara Nasional Indonesia serta Kepolisian Resort Karimun.  
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BAB VI  
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI 

 

Pasal 10 
 

(1) Bupati menugaskan Dinas Kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait 
informasi / edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada 
masyarakat di Daerah. 

 
(2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan 

melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, partisipasi dan peran serta : 
a. masyarakat; 
b. pemuka agama; 

c. tokoh adat; 
d. tokoh masyarakat; dan 
e. unsur masyarakat lainnya. 

 
 

BAB VII 
PELAKSANAAN  

 

Pasal 11  
 

Pelaksanaan ketentuan pengenaan sanksi dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan 

oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun dan berkoordinasi dengan 
Tentara Nasional Indonesia serta Kepolisian Resort Karimun.  
 

 
BAB VIII 

PENDANAAN 
 

Pasal 12 
 

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan 
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah 

dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 
 
 

 
BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 14 

 
Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat, Pelaku usaha, 
pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum paling 

lama 1 (satu) bulan sejak peraturan bupati ini diundangkan. 
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Pasal 15 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun. 
 

      

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun 

     pada tanggal       10 September   2020 
 

     BUPATI KARIMUN 

 

 

 

     AUNUR RAFIQ 

 

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun 

pada tanggal            10 September  2020 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN  

 

 

 

MUHD. FIRMANSYAH 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 50 
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LAMPIRAN :  
PERATURAN BUPATI KARIMUN  

NOMOR  49 TAHUN 2020 
TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN 

PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL 
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA 
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN 

CORONA VIRUS DISEASE 2019. 
 

 
 
 

 
 

   
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan (menyampaikan maksud dan 

tujuan pelaksanaan kegiatan) yang akan dilaksanakan pada : 
 

Hari / Tanggal :  

Pukul  :  

Tempat/Alamat :  

Acara :  

Jumlah Peserta :  

Bentuk Kegiatan :  

Penanggung Jawab :  

Kontak Person :  
 

Sehubungan dengan maksud pelaksanaan kegiatan tersebut kami 

mengajukan permohonan rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan 

tersebut. 

Demikian disampaikan atas perhatian Bapak diucapakan terima 

kasih. 

 

 
 

 

Tembusan disampaikan kepada Yth: 
1. Ketua Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19 Kabupaten 

   Tempat, Tanggal, Bulan Tahun 

     

Nomor :   Kepada Yth: 

Lampiran :   Ketua Gugus Tugas Percepatan  

Perihal : Permohonan Rekomendasi  Dan Penanganan COVID-19 

    Kecamatan 

    Di- 

       T e m p a t 

Hormat Kami, 

Pemohon 
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SURAT PERNYATAAN 

 
 

Pada hari ini tanggal, bulan tahun, Saya selaku penanggung jawab pada 

kegiatan (sebutkan nama kegiatan) yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama :  

Tempat/Tgl Lahir :  

Nomor Identitas :  

Alamat :  

Kontak Person :  

 

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya  bahwa dalam rangka 

pelaksanaan kegiatan tersebut akan melaksanakan dan mematuhi Standar Protokol 

Kesehatan sebagaimana yang di tuangkan dalam surat rekomendasi yang telah 

dikeluarkan oleh Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19 Kabupaten 

Karimun. 

Apabila di kemudian hari di temukan laporan bahwa kami tidak mengikuti dan 

melaksanakan Standar Protokol Kesehatan maka dengan ini kami menyatakan 

bersedia untuk ditindak sesuai aturan yang berlaku dan dibubarkan oleh Tim Gugus 

Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19. 

Demikian surat pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan 

dari pihak manapun. 

 

  Yang Membuat Pernyataan, 

 

 

 

 
MATERAI 

6000 

 

 

BUPATI KARIMUN  

 

 

 

AUNUR RAFIQ 

 


